SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat| (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten
Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Bada
Usaha Milik Daerah.

oQ

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentar
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republi
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perserp
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Repu
Indonesia Nomor 4756) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor |8
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
5234), telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Und
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratu
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lemb
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Repu
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembalj
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

j=N




10.

1.

12.

13.

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ata
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanz
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); a.T
Undang-Undang  No 17  Tahun 2003 tentan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonc:sig
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286); |
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

ar
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembarap
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); l
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173); r
Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 1‘7
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembar:
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 l?
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Ne a
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Ne
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae ﬁ
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir den a.?
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 0)%

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No Of

Nomor 2036) diubah dengan Peraturan Menteri D
Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8$
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dae ralT
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun
2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri
Tirta Sari Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daera Kabupatqu
Wonogiri Tahun 2019 Nomor 10 Noreg Peraturan Daerah| |
Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah (10-396/2019),
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor
181);




Menetapkan

14.

15.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAA
BARANG /JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

|
2.

o

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 T url\
2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Us
Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupate
Wonogiri Tahun 2019 Nomor 11 Noreg Peraturan Dae aﬁ
Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah (11-397/201 M,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri No o#
182);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun
2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah B
Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Won
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomo
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogirni
Nomor 183):

MEMUTUSKAN : i

— q.f -

BAB I
KETENTUAN UMUM ‘
Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memi
pelaksanaan urusan pemerintahan yang men ac‘
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Wonogiri.

Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah y.
selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa ad
kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Badan Usaha
Daerah yang dibiayai dari anggaran Badan Usaha
Daerah, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan,
sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disin
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebai(:.i
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Direksi BUMD yang selanjutnya disebut Direksi ad
organ BUMD yang bertanggung  jawab
pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BU
serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di I
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Dae
yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi
nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegi
pengurusan perusahaan umum daerah.
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10.

11,

12.

1.3

14.

15.

16.

17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pej

18.

19.

Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah y.
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasi
kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepenguru
perusahaan perseroan Daerah.
Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedi.é
adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/j as#
berdasarkan kontrak. |
Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yan
selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperadle
barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupul;ll
tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yan
dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaaLIaﬁ
pengguna barang. |
Jasa adalah jasa layanan profesional yang membutuh
keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan Yy
mengutamakan adanya olah pikir dan keterampilan d
suatu sistem tata kelola yang telah dikenal lua
dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah p sj
elektronik  yang disediakan untuk memenuhi kebutu
barang/jasa pemerintah. '
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PP
adalah pejabat yang diberi kewenangan Pimpinan BUM
untuk mengambil keputusan dan/atau melakuk
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaraul‘l
belanja BUMD. '
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnyll
disingkat UKPBJ adalah unit kerja i
|

Kementerian/Lembaga /Pemerintahan Daerah yang menjadi
pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pgkj.
Pemilihan adalah sumberdaya manusia yang dltetap
olech Pimpinan UKPBJ untuk mengelola pe

fungsional / personel yang bertugas melaksan
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/ata
purchasing.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjuthya
disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pej
fungsional /personel yang bertugas memeriksa administz aéi
hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. ‘
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutny:
disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksi
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. !




20. Aplikasi

21.

22.

23.

Pengadaan barang/jasa di BUMD bertujuan untuk :

a.

selanjutnya disingkat SPSE adalah aplikasi berbasis ¥
yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses mela
website LPSE.
Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku ussg

Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang

yeb
lui

h

yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerje

arn

Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh

Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah sebagai pil
pemberi pekerjaan.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adal

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggar

Badan Usaha Milik Daerah.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat K

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

sebagian kewenangan Pengguna Anggaran.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN
BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Tujuan Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 2

1

P,

menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang y
dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, w:
biaya, lokasi, dan Penyedia;

memenuhi kebutuhan  barang/jasa dalam rangka

penyelenggaraan rencana bisnis BUMD;

menyelenggarakan kemanfaatan bagi pelanggan sesuai

karakteristik dan kondisi BUMD berdasarkan tata ke
perusahaan yang baik;

menyederhanakan dan mempercepat proses pengambillaﬂ

keputusan,;

meningkatkan penggunaan produk lokal dan produk dalam

negeri;
meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil ¢

ol

an

usaha menengah dan atau pelaku usaha Daerah;
meningkatkan kemandirian, tanggungjawab

an

profesionalisme BUMD; dan
mendorong pengadaan berkelanjutan.




Kebijakan pengadaan barang/jasa di BUMD meliputi :

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 3

meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaa?n
Barang/Jasa; |
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lepih
transparan, terbuka dan kompetitif;
memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar:-
besarnya (value for money);
memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya
manusia Pengadaan Barang/Jasa; |
mendorong  penggunaan E-marketplace = Pengadaan
Barang/Jasa;
mendorong  penggunaan  teknologi  informasi a
komunikasi, serta transaksi elektronik;
mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan
Standar Nasional Indonesia (SNI); dan |
memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usa.hgx
kecil, dan usaha menengah. |

Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa di BUMD menerapkan prinsip:
efisien;

efektif;

transparan,

terbuka; ‘
bersaing;
adil; dan
g. akuntabel.
Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf| a
berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengs
menggunakan dana dan daya yang minimum un
mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang
ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapke
untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang
maksimum.

Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

Mo a0 op

kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan s
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat |(1)
huruf c, berarti semua ketentuan, informasi mengenai




(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketah
secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang bermina
serta oleh masyarakat pada umumnya.
Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf| d
berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti ole
semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyara
kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prose
yang jelas.

Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru
berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan mel
persaingan yang sehat diantara sebanyak mun
Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memen
persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa y
ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada interv
yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar d
Pengadaan Barang/Jasa.

Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf| f
berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semu
calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah un
memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan te
memperhatikan kepentingan Daerah.
Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
g, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentt;j
yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingg
dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Keempat
Etika Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 5

Semua pihak yang  terlibat dalam pengadaan
barang/jasa di BUMD mematuhi etika sebagai berikut :
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai razji
tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran,
dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjag
kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya ha I
dirahasiakan untuk mencegah penylmpangaJL
Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun
tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak
sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas se
keputusan yang ditetapkan sesuai den
kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentan;
kepentingan pihak yang terkait, baik secara langst
maupun tidak langsung, yang berakibat persain
usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;




menghindari dan mencegah pemborosan clax?
kebocoran keuangan BUMD; ‘
menghindari dan mencegah penyalahgun
wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan un
keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain y
secara langsung atau tidak langsung merugi
BUMD; dan |
tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak
menjanjikan untuk memberi atau menerima hadi
imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kep dﬁ
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaital?
dengan Pengadaan Barang/Jasa. |

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaiman+

dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal: |
a.

Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris, dan persanel
inti/pegawai tetap pada suatu badan usaha,
merangkap sebagai Direksi, Dewan Pengawas atal}rl
Komisaris, dan personel inti/pegawai tetap pada badan
usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama; |
Konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan
konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan
konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali
dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai
konsultan perencana;

Pengurus/Direksi merangkap sebagai PPK/P kj%
Pemilihan/Pejabat Pengadaan atau sebutan lain yz

sebagaimana diatur oleh Peraturan Direksi pad
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di BUMD;
Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris dan Pegawai
BUMD, PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan atalh
sebutan lainnya sebagaimana diatur oleh Peraturan
Direksi baik langsung maupun tidak langsung
mengendalikan atau menjalankan badan usaha
Penyedia; dan/atau
beberapa badan usaha yang mengikuti tender[
seleksi yang sama, dikendalikan baik langsun
maupun tidak langsung oleh pihak yang samaf
dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lim
puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yan
sama. |




(1)

(2)

PA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a
memiliki tugas dan kewenangan :
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluar

a.

b.

-0 Q0
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BAB III
PELAKU PENGADAAN BARANG /JASA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Pelaku pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :
a. PA;

KPA;

PPK;

Pejabat Pengadaan;

Pokja Pemilihan;

Agen Pengadaan;

PjPHP/PPHP;

Penyelenggara Swakelola; dan

. Penyedia.

@™o a0 T

pada ayat (1) kecuali huruf a, b dan ¢ dapat menggun
tenaga diluar BUMD.

Bagian Kedua
Pengguna Anggaran

Pasal 7

anggaran belanja;

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dirnakIuc

—_—

mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam b
anggaran belanja yang telah ditetapkan;

menetapkan perencanaan pengadaan;

menetapkan dan mengumumkan RUP;

melaksanakan konsulidasi Pengadaan Barang/Jasa;
menetapkan penunjukan langsung untuk tender/selg
ulang gagal;

menetapkan PPK;

menetapkan Pejabat Pengadaan;

menetapkan PjPHP/PPHP;

menetapkan penyelenggara Swakelola;

menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk met
pemilihan:

1. Tender untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
ran

Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggal
diatas Rp. 2.000.000.000,00 ( dua miliar rupiah );
2. Seleksi untuk paket Pengadaan Jasa Konsul

ad«

v

dengan nilai Pagu Anggaran did
Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ); atau
3. Penunjukan langsung tanpa batasan.

ta




Bagian Ketiga
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 8
(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hury

pada BUMD melaksanakan pendelegasian sesuai den
pelimpahan dari PA.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta tengde

pekerjaan konstruksi.

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) y
terkait dengan :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaJ
anggaran belanja; dan/atau

ran

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam b
anggaran belanja yang telah ditetapkan.
(4) KPA dapat dibantu oleh tim teknis.
(5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk seba
PPK, KPA dapat menerapkan sebagai PPK.

Bagian Keempat
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 9

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ memiliki tugas :
a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerjs

( KAK);
c. menetapkan rancangan kontrak;
d. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

menetapkan besaran uang muka yang akan

dibayarkan kepada Penyedia;
mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
menetapkan tim teknis;

lgai

sa;

o

f
g.
h. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/J
i mengendalikan kontrak;

J

melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan

kepada PA/KPA;

k. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan

kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

l. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokurnen

pelaksanaan kegiatan; dan
m. menilai kinerja Penyedia.




(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad
ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenan
dari PA/KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluar
anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pil
lain dalam batas anggaran belanja yang te
ditetapkan.

(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim Teknis.

-

Bagian Kelima
Pejabat Pengadaan

Pasal 10

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d memiliki

tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengad
langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerj
Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupaih);

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan
langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai
paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

LA

Bagian Keenam
Kelompok Kerja Pemilihan

Pasal 11

(1) Pokja Pemilihan dalam pengadaan Barang/Ja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemiliha:

Penyedia;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pe

Penyedia untuk katalog elektronik; dan

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia un
metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan  Langsung  untuk
Pengadaan  Barang/Pekerjaan  Konstruksi/J
Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling ban
Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dar

2. Seleksi/Penunjukan  Langsung untuk  pake
Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagj,tl
Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

ot




(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat |(1
beranggotakan 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksita
pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimgn
dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjan
berjumlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Bagian Ketujuh
Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pasal 12

(1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hu
e memiliki tugas memeriksa administrasi hasil peker;j
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lain
yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua r
juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai p
banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerja
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainny:
yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (du
ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai
paling sedikit diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus jut
rupiah).

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Swakelola

Pasal 13
(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf f terdiri atas:
a. tim persiapan;
b. tim pelaksana; dan/atau
c. tim pengawas
(2) Tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan,
jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Ta-"
(3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi,
dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan
kegiatan dan penyerapan anggaran.
(4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurpf|c
memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fjsi
maupun administrasi Swakelola.




Bagian Kesembilan
Penyedia

Pasal 14
(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 h g
wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan Barang/Jasa
yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturaf
perundang-undangan.
(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat |(1)
bertanggungjawab atas:
a. pelaksanaan Kontrak;
kualitas Barang/Jasa;
ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
ketepatan waktu penyerahan; dan
ketepatan tempat penyerahan

uw
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BAB IV
PERENCANAAN PENGADAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Pengadaan

Pasal 15
(1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebu
penetapan Barang/Jasa, cara, jadwal, dana anggare
Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber

penetapan pagu indikatif.

(3) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber
APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyus
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (
Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijaka
Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggara
Sementara (KUA PPAS).

(4) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atdu
b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.

(5) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi :
a. penetapan tipe Swakelola;

b. penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja
(KAK); dan
c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya
(RAB). |

(6) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
a terdiri atas :
a. Tipe 1 yaitu Swakelola yang direncanakarn,

dilaksanakan, dan diawasi oleh Perangkat Daeral
penanggungjawab anggaran;

=2




(7) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
a.

b.

c.
d.
e
(8) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimcL.rﬂ
dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam Rencana Umum
Pengadaan (RUP).

(1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK:
a.
b.

G.
(2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan
penyebutan merek terhadap:

a
b

c.

d

e

(3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagai
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk berserti

SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dil
sepanjang tersedia dan tercukupi.

(1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan derng
berorientasi pada:

Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diavJas
oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggar
dan dilaksanakanoleh Perangkat Daerah Iai
pelaksana Swakelola;

Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan dia
oleh Perangkat Daerah penanggung jawab angg
dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelol
atau

Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan
Perangkat Daerah penanggung jawab angg
dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyar
dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelomj
Masyarakat pelaksana Swakelola.

€

penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja
(KAK);
penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya
(RAB);

pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
Penyusunan biaya pendukung.

N

Bagian kedua
Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja
Pasal 16

menggunakan produk dalam negeri,;
menggunakan produk bersertifikat Standar Nasignal
Indonesia (SNI); dan

memaksimalkan penggunaan produk industri hijau

komponen barang/jasa;

suku cadang;

bagian dari satu sistem yang sudah ada;
barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
barang/jasa pada Tender cepat.

Bagian Ketiga
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 17




(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

keluaran atau hasil;

volume barang/jasa;

ketersediaan barang/jasa;

kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau

ketersediaan anggaran belanja.

Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jas

dilarang:

a. menyatukan atau memusatkan beberapa pake
Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberap
lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan
tingkat efisiennya seharusnya dilakukan dibeberap
lokasi/daerah masing-masing.

b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Ja
yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya har:I
dipisahkan;

c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa
yang besaran nilainya seharusnya dilakukan aleh
usaha kecil; dan/atau

d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa

paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

o oo op

Bagian Keempat
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 18
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap
perencanaan pengadaan, persiapan Pengad
Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persia]aﬁ
pemilihan Penyedia.
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan aleh
PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.

=4

Bagian Kelima
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Pasal 19
Pengumuman RUP lembaga dilakukan setelah penetapan
alokasi anggaran belanja.
Pengumunan RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetuju
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat| (1)
dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

.




l

(4) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksuc

)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs

€

Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi un

masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terda a

perubahan/revisi paket pengadaan atau daftar i

Anggaran (DPA).

Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanzar[

BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA MELALUI
PENYEDIA
Bagian kesatu
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 20
Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi
Pelaksanaan Kualifikasi;
Pengumuman dan/atau Undangan;
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
Pemberian penjelasan;
Penyampaian Dokumen Penawaran;
Evaluasi Dokumen Penawaran;
Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
Sanggah.
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Kons
ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

TSR0 A0 TP

Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada l}; t

(1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan Kklarifi

dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya sete¢

masa sanggah selesai.

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat deng

ketentuan sebagai berikut:
a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Inforr
Kinerja Penyedia;
peserta hanya memasukan penawaran harga;

c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplik

dan ﬂn
d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawara

terendah.

Pelaksanaan  E-purchasing wajib dilakukan urltﬂk‘
barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan

—
—
S—
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strategis yang ditetapkan oleh Bupati.
Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan der

=

mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, der

o 0Q
=]

disertai negosiasi teknis maupun harga.




(7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan scbaE
berikut:
a.

(8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah Rence
Umum Pengadaan (RUP) diumumkan.
(9) Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatang
pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:
a. penetapan Pagu Anggaran Kementrian/Lembaga; afiu

b.

(10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada &
(9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dah
melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umpu
Pengadaan (SIRUP).

(11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metpde
penawaran harga secara berulang (E-reverce Auction).

(1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ad
peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atai
jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari

a.
b.

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
a.
b.

pembelian/pembayaran langsung kepada Penye
untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya ye
menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
permintaan penawaran yang disertai dengan klarifik
serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku ussé
untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Su
Perjanjian Kerja (SPK).

di

in

persetujuan RKA perangkat Daerah sesuai den
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tender/Seleksi Gagal

Pasal 21

w

(tiga) peserta.

terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

tidak ada peserta yang menyampaikan dokurnet
penawaran setelah ada pemberian waktu

perpanjangan;

tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan
tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pera
Daerah ini;

seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dat

Nepotisme (KKN);

seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;

negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/ataqu

KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

-
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(3) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (ld
dan Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada a*yq
(2) huruf a sampai dengan huruf h dinyataka n oleh Pokj
Pemilihan. |
(4) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2
huruf i dinyatakan oleh PA/KPA. [
(5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimezi
dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakuk
prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang 1
2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanju
atau

1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan pr ?
Penunjukan Langsung.

(6) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaim
dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakuk
a. evaluasi penawaran ulang; I
b. penyampaian penawaran ulang; atau
c. Tender/Seleksi ulang.

(7) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud phja
ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalah |
evaluasi penawaran. [

(8) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dim
pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi gag;
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf

(9) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf ¢, dilakukan wuntuk Tender/Seleksi gagz
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hu
huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i.

(10) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimakis
pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetuju
PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan Kkriteria
a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan |
b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan

Tender/Seleksi. ‘

Bagian Ketiga ‘
Pelaksanaan Kontrak 1

Pasal 22
(1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/.
(SPPBJ);
b. Penandatanganan Kontrak;
c. Pemberian uang muka; |
d. Pembayaran prestasi pekerjaan; |




(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

)

(6)

(7)

Perubahan Kontrak;

Penyesuaian harga;

Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
Pemutusan Kontrak;

Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
Penanganan Keadaan Kahar.

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau
menandatangani kontrak dengan Penyedia, dalam
belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersediz
anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauir
batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan y
dibiayai APBN/APBD.

h.:—..;ﬂqa :—o,.(b
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Bagian Keempat
Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 23

Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedi
setelah dikurangi angsuran pengembalian uang mukfI
retensi, dan denda.
Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar [5%
(lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemelihar axL
Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jas
lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerj
kepada subkontraktor, permintaan pembayaran h
dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor se
dengan realisasi pekerjaannya.
Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dala
bentuk:
a. pembayaran bulanan; |
b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaia

pekerjaan/termin; atau
c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesd

pekerjaan.
Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjpa
untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifathya
dilakukan  pembayaran  terlebih dahulu  sebelum
barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan
jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/dtau
bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari
hasil pekerjaan yang berada dilokasi pekerjaan dan te¢lah
dicantumkan dalam kontrak.
Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dil an

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

ia
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Bagian Kelima
Perubahan Kontrak

Pasal 24
(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan

teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak,

bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kon

yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang terc
dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan Kkoi
lapangan; dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan.

(2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak,
perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan

penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi [1

(sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kor
awal.

Bagian Keenam
Keadaan Kahar

Pasal 25

dapat dihentikan.

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kor tnt:

(2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para piﬂ

dapat melakukan perubahan kontrak.
(3) Perpanjangan  waktu untuk penyelesaian  kontr
disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggar:

(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dal

=
2 Pk

kontrak.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Kontrak

Pasal 26

(1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sam
masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK me¢n

ai

bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan,

PK

memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesgikan

pekerjaan.




(2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya
mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi
denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan
jaminan pelaksanaan.

(3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

Bagian Kedelapan ‘
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 27 ‘

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai

dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyeﬁz:

mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk
serah terima barang/jasa. |

(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa ya.ulg

diserahkan. ‘

(3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Sgrah

Terima.

Pasal 28

\

|
(1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 kepada PA/KPA.
(2) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administrasi terhadap barang/jasa yang akan
diserahterimakan.
(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat| (2)
dituangkan dalam Berita Acara.

BAB VI
PELAYANAN HUKUM, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelayanan Hukum
Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan huk
kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghad
permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putus
pengadilan.

e ——
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(3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat

dikecualikan  untuk Penyedia, Ormas, kelomz}o\ﬁ

masyarakat penyelenggara swakelola, dan Pelaku Us
yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.

Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 30

BUMD dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apaj
dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 31

(1) Bupati melakukan pengawasan Pengadaan Barang/J
BUMD melalui Dewan Pengawas atau Komisaris.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

(1)

T

dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemanta

evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing syst
(3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa  sebag i
dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, persia

pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan s¢r

terima pekerjaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 17 Desember 2020

BUPATI WONOGIRI

Ttd

JOKO SUTOPO




Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 17 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,

Ttd

HARYONO
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